
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Tujuan 1 : 

Meningkatnya 

kontribusi sektor 

industri pengolahan 

dan perdagangan

Pertumbuhan PDRB sektor 

industri pengolahan dan 

perdagangan

4,45  % Kepala DPPKUM

Meningkatnya kinerja 

perdagangan daerah

Laju pertumbuhan PDRB 

sektor perdagangan

                  4,64  % Kepala DPPKUM

Rasio volume usaha koperasi 

terhadap PDRB

1,86 % Kepala Bidang 

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Presentase koperasi aktif 52,49 % bidang Koperasi dan 

usaha mikro

Pelaksanaan proses 

pemeriksaan dan pengawasan 

Koperasi yag wilayah 

keanggotaannya daerah 

Jumlah Koperasi yang telah 

dilakukan Pemeriksaan dan 

Pengawasan

80 koperasi                     30                       60                    80 Pengawas Koperasi 

ahli muda

Presentase koperasi yang 

diberikan dukungan fasilitasi 

pelatihan

17,10 % Kepala Bidang 

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Presentase pengelola koperasi 

yang meningkat kapasitasnya

54 % bidang Koperasi dan 

usaha mikro

Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian Bagi Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan 

Koperasi, Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN PERKOPERASIAN

Satuan
Target 

RENCANA AKSI KINERJA DPPKUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026

No
Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian 

serta Kapasitas dan 

Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah SDM yang Memahami 

Pengetahuan perkoperasian

25 orang 25 Pengawas Koperasi 

ahli muda

Persentase sarana 

perdagangan dalam kondisi 

baik

               45,22  % Kabid.Pasar

Persentase pengembangan 

dan pegelolaan sarana 

distribusi perdagangan di 

wilayah kerjanya(IKK)

                     50  % 25% 50% Kabid.Pasar

Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah sarana distribusi 

perdagangan

                       4  unit 4

Fasilitasi pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan

Jumlah fasilitasi pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan

                       5  kegiatan                         2 5

Indeks kepuasan masyarakat 

pelayanan di pasar tradisional

                     90  % Kabid.Pasar

Pembinaan dan pengendalian 

pengelola sarana distribusi 

perdagangan

Jumlah dokumen hasil 

pembinaan dan pengendalian 

kepada pengelola sarana 

distribusi perdagangan

                       6  Dokumen 1 5 6

Pemberdayaan Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah dokumen hasil 

pemberdayaan pengelola 

sarana distribusi perdagangan

                       4  Dokumen 1 1 1 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat di wilayah kerjanya



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Persentase Stabilitas Harga 

Barang Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting 

78,26 %

Kepala Bidang 

Perdagangan 

Menurunnya disparitas harga 10 %
Kepala Bidang 

Perdagangan 

Presentase publikasi informasi 

harga bahan pokok dalam 1 

100 % Kepala Bidang 

Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting  pada Pelaku 

Usaha Distribusi Barang dalam 

1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota 

(Laporan)

12 Laporan 3 6 9 12 Analis Perdagangan 

Ahli Muda

Nilai Ekspor barang 3.300.000       US$ Kepala Bidang 

Perdagangan 

Presentase peningkatan nilai 

arus barang keluar daerah

5,18 % Kepala Bidang 

Perdagangan 

Pameran Dagang Lokal Jumlah pelaku usaha yang 

difasilitasi promosi melalui 

pameran dagang lokal

76 unit usaha                     76 Analis Perdagangan 

Ahli Muda

Persentase kepatuhan pelaku 

usaha yang menggunakan alat 

UTTP

76,95 % Ka. UPT Metrologi

Presentase peningkatan 

jumlah alat UTTP yang 

ditera/tera ulang

7,69 % Ka. UPT Metrologi

Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera Ulang

Jumlah alat ukur,alat takar, 

alat timbang dan alat 

perlengkapan ditera/tera 

ulang

7430 unit 300 1300 6300               7.430 JF Metrologi

PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera Ulang, dan 

Pengawasan

Pengendalian Harga, dan Stok 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

EKSPOR

Penyelenggaraan promosi dagang 

melalui pameran dagang dan misi 

dagang bagi produk ekspor 

unggulan yang terdapat pada 1 

daerah kab/kota

PROGRAM STABILISASI HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Pengawasan/Penyuluhan 

Metrologi Legal

Jumlah pelaku usaha di bidang 

metrologi legal yang dibina

100 pelaku 

usaha

25 50 75 100 JF Metrologi

Meningkatnya 

pertumbuhan 

kewirausahaan daerah

Rasio kewirausahaan 

daerah(IUP)

3,12 % Kepala DPPKUM

Usaha mikro yang 

bertranformasi dari informal 

ke formal

59,71 % Kepala Bidang 

Koperasi dan Usaha 

Mikro

Persentase jumlah usaha 

mikro yang diberikan 

pendampingan usaha

45,56 %  bidang Koperasi dan 

usaha mikro

Pemberdayaan Kelembagaan 

Potensi dan Pengembangan 

Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah 

Menerima Pembinaan dan 

Pendampingan usaha

2000 unit usaha 500 1000 1500 2000 Pengawas Koperasi 

ahli muda

Pemulihan usaha mikro Jumlah usaha mikro yang 

terfasilitasi

500 unit usaha 200 500 500 500 Pengawas Koperasi 

ahli muda

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan UMKM serta 

Kapasitas dan Kompetensi 

SDM UMKM dan 

Kewirausahaan melalui 

pendidikan dan pelatihan

Jumlah SDM yang Memahami 

Pengetahuan Usaha Mikro dan 

Kewirausahaan

290 orang 200 290                    290                  290 Pengawas Koperasi 

ahli muda

Pencapaian sasaran 

pembangunan industri daerah

36 % Kepala Bidang 

Perindustrian

Persentase ppeningkatan nilai 

produksi usaha industri kecil

5,48 % Kepala Bidang industri

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 

Dilakukan Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 

Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan

PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya industri

1 dokumen                        1 Penyuluh 

perindustrian dan 

perdagangan ahli 

muda

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Industri

2 Dokumen                        2 Penyuluh 

perindustrian dan 

perdagangan ahli 

muda

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

7 Dokumen 2                        6                         7 Penyuluh 

perindustrian dan 

perdagangan ahli 

muda

Evaluasi Terhadap 

Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri

Jumlah laporan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan RPIK

3 Dokumen 1                        2 Penyuluh 

perindustrian dan 

perdagangan ahli 

muda
Tersedianya informasi industri 

secara lengkap akurat dan 

terkini

100 % Kabid.Perindustrian

Penyedian informasi industri 

untuk informasi industri untuk 

IUI, IPUI,IUKI dan IPKI 

kewenangan kabupaten/kota

Presentase IKM yang tercatat 

di SIINAS

11,27 % Kabid.Perindustrian

Fasilitasi pengumpulan , 

pengolahan analisis data 

industri data kawasan industri 

serta data lain lingkup 

kab/kota melalui sistem 

informasi industri nasional

Jumlah dokumen Fasilitasi 

pengumpulan , pengolahan 

analisis data industri data 

kawasan industri serta data 

lain lingkup kab/kota melalui 

sistem informasi industri 

nasional

1 Dokumen                        1 

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Nilai Sakip 91 Angka Sekretaris

Nilai kearsipan perangkat 

daerah

85 Angka Sekretaris

Nilai KOD 43 Angka Sekretaris

Manajemen resiko indek (MRI) 

perangkat daerah

3,005 Angka Sekretaris

persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi 

kinerja 

100 % Sekretaris

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah 

2 Dokumen 1                        2 Ka,Sub bag Program

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA SKPD 

dan laporan hasil koordinasi 

penyusunan RKA SKPD

1 Dokumen 1 Ka,Sub bag Program

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen Perubahan 

RKA SKPD   dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan 

perubahan RKA SKPD

1 Dokumen                         1 Ka,Sub bag Program

Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA SKPD an 

laporan hasil koordinasi 

penyusunan DPA SKPD

1 Dokumen                      1 Ka,Sub bag Program

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA- SKPD

Jumlah dokumen perubahan 

DPA SKPD laporan hasil 

koordinasi penyusunan 

perubahan DPA SKPD 

1 Dokumen                        1 Ka,Sub bag Program

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah laporan evaluasi 

kinerja  perangkat daerah 

19 Dokumen 7                     11                       15                    19 Ka Sub bag Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN / KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Persentase ketersediaan 

laporan administrasi keuangan 

100 % Sekretaris

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah orang yang menerima 

gaji dan tunjangan 

ASN(org/bln)

55 org/bln 55                     55                       55                    55 Ka.Sub bag Keuangan

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah dokumen 

penatausahaan dan pengujian 

/verifikasi keuangan SKPD

1200 Dokumen 300                   600                    900               1.200 Ka.Sub bag Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah laporan akhir tahun 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi dan penyusunan 

laporan keuangan akhir  tahun 

SKPD

1 Laporan 1 Ka.Sub bag Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD 

& laporan hasil koordinasi dan 

penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulanan/semester

an SKPD

12 Dokumen 3                        6                         9                    12 Ka.Sub bag Keuangan

persentase pelayanan 

administrasi umum 

100 % Sekretaris

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 paket                        1 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan

2 paket                        1                      1 Kasubag.Umpeg

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

1 paket                        1 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan

1 paket                        1 Kasubag.Umpeg

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

10 Laporan 2                        5                         8                    10 Kasubag.Umpeg

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

23 Laporan 4                     11                       17                    23 Kasubag.Umpeg

persentase penyediaan jasa 

penunjang yang terlaksana

100 % Sekretaris

Penyediaan jasa surat 

menyurat

Jumlah laporan penyediaan 

jasa surat menyurat

12 Laporan 3 6 9 12 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

12 Laporan 3 6 9 12 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan UmumKantor

12 Laporan 3 6 9 12 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah



Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Satuan

Target 
No

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Target 

Tahunan

Unit Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

persentase pemelihharaan 

barang milik daerah

100 % Sekretaris

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan perorangan 

dinas atau kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara dan 

dibayarkan pajaknya 

18 unit 1                        6                         9                    18 Kasubag.Umpeg

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

yang dipelihara dan  

dibayarkan pajaknya

55 unit 6                        8                       10                    55 Kasubag.Umpeg

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin 19 unit 5                     10                       14                    19 Kasubag.Umpeg

Pemeliharaan aset tak 

berwujud

Jumlah aset tak berwujud yang 

dipelihara

1 unit 1 Kasubag.Umpeg

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya yang dipelihara / 

direhabilitasi

3 unit                        1                         2                      3 Kasubag.Umpeg

Magelang,            2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUTRIAN

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

SYAIFULLAH, S.Sos, M.Si

NIP.19680403 199503 1 003

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah


